[ SALINAN ]

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN
PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

KABUPATEN SELAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagai
Perusahaan Daerah selain memberikan pelayanan
dasar kepada masyarakat juga diharapkan mampu
memberikan kontribusi terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu dikelola secara
professional,

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Selayar sudah tidak relevan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan
Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air
Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Kabupaten Selayar perlu diubah dan ditinjau kembali;



Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan dan
Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kabupaten Selayar;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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10.

11.

12.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama  Kabupaten Selayar Menjadi
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi
Selatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4889);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan
Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 700);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkat II Selayar;

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan dan
Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah
Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 6
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN
DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM ) KABUPATEN SELAYAR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah

Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Masa jabatan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan
pelayanan kebutuhan air bersih/air minum kepada masyarakat setiap
tahun.

(3) Dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang

sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27
(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas anggota komisaris paling tinggi

sama dengan jumlah Direksi.



(2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, pengawasan, efektifitas
pengambilan keputusan, dan pembiayaan bagi kepentingan PDAM.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang
sebagai Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 28

(1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan
PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada

masyarakat.

Ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 58

(1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :

a. telah mencapai usia 58 tahun;

b. permintaan sendiri;

c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter;

d. meninggal dunia;

€. pengurangan pegawai.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud
ayat (1) mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan
dengan peraturan perusahaan.

(3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan

sejak diterimanya permohonan berhenti.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2021
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021
NOMOR 107

UM,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.06.166.21.



